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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung pemberian fasilitas untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha
mikro, kecil, dan menengah, telah dibangun Sistem Informasi Kredit Program guna mengelola data
strategis terkait pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang digunakan oleh para pemangku
kepentingan di tingkat Pemerintah maupun di luar Pemerintah, serta untuk menjamin pengelolaan data
strategis secara efektif dan efisien, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman pengunaan Sistem Informasi
Kredit Program;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); Keppres RI No. 14 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No. 19 Tahun 2015;. Permenkeu Rl No. 20/PMK.05/2016
(BN Tahun 2016 No. 251);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penggunaan SIKP dalam penatausahaan dan pengelolaan Kredit
Program.
Kredit Program meliputi KUR dan skema lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tata cara penyusunan dan penyampaian dokumen kebutuhan Pengguna SIKP tercantum dalam Lampiran
huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mengunggah data calon debitur potensial di wilayahnya.

Penyalur dan Penjamin yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus melakukan
pengunggahan data melalui koneksi langsung antar sistem berdasarkan Peraturan Menteri ini dalam
jangka waktu paling lambat 6 ( enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.

Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penggunaan SIKP yang telah
ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan
SIKP yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri m1, dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal
4 Januari 2017.
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